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ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dan kesiapan aparat
dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan
melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah Pengelolaan Keuangan Desa
tetletak pada kesiapan aparat pemerintah desa yang belum sepenuhnya siap dan adapun hambatan lainnya
mengenai pencairan dana yang terlambat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kata kunci: Fenomenologi, Keuangan Desa, Pemerintah Desa.

I. Pendahuluan

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan
kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh
pihak-pihak tetentu untuk pengambilan keputusan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor
publik di Indonesia dewasa ini adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan
kepala desa serta proses pembangunan desa. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola
yang baik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan,
kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Yuliani,
2010).

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun
diatas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisionalis,
dan kolot. Namun sebenarnya desa mempuyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah
pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan
mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing (Furqgani, 2010). Dalam paradigma baru
tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonomi dan memiliki hak dan wewenang untuk
mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan
Daerah, melainkan menjadi zndependent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan
sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan
objek, sekarang berperan sebagai aktor (Aswandi, 2014).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dati era reformasi telah
menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baikdalam penyelenggaraan pemerintahan
maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Herry, 2015).
Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dati sistem pengelolaan keuangan negara
dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek
perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa
danpertanggungjawaban keuangan Desa (Setiadi, 2015).

Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintah mulai dari pusat sampai desa, khususnya yang
berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumber daya manusia yang terbatas
mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumber daya yang
lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah
dikerjakan (Simo, 2014). Kesiapan pemerintah desa bisa diestimasikan dari ketidaktahuan mengenai kapan
seharusnya Undang-Undang Desa ini berlaku. Pemerintah telah mencanangkan perkembangan Desa
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dengan hanya membicarakan berapa besar anggaran yang akan dicairkan tanpa mempertimbangkan
kualitas dan kuantitas sumber daya pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah seharusnya tidak hanya mengik wuti aturan-aturan pemerintah
melainkanmengetahui banyak hal tentang pengelolaan keuangan. Dalam bahasa akuntansi yang lebih
dikenal dengan accountability dan transparancy. Dalam lingkungan kepemerintahan, akuntabilitas dan
transparansi merupakan urat nadi untuk mencapai tata kelola yang baik. Baik dari sumber manusia
maupun pengelolaan, pengendalian, sampai pada pengawasan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, dari sumber daya manusianya pun masih relatif rendah. Adapun rata-rata pendidikan
masyarakat yang hanya berijazah SD, melihat dari latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah
desa baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam
mengelola keuangan desa khususnya dalam hal APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
Apalagi masih minimnya potensi-potensi daerah yang sekiranya dapat dijadikan tumpuan pembangunan
desa. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana pengelolaan
keuangan desa melalui pengelolaan keuangan tahun sebelumnya dan kesiapan aparat pemerintah dalam
mengelola anggaran selama periode saat ini.

II. Tinjauan Teori

Secara etimologis, fenomenologi berasal dati kata Yunani, phainomeon yang merujuk pada arti
“yang menampak”. Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemaha manmanusia.
Sehingga, suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Dewasa ini, fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat
sckaligus metode berfikir yang mempelajari  fenomena manusiawi  (buman  phenomena)  tanpa
mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya. Istilah
fenomenologi juga sering diartikan sebagai anggapan umum namun untuk menunjuk pada pengalaman
subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Istilah fenomenologi juga mengacu pada
penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang (Moleong, 2015).

Fenomenologi merupakan metode dan filsafat. Sebagai metode. Sebagai metode fenomenologi
membentangkan langkah—langkah yang harus diambil sehingga kita sampai pada fenomena yang murni.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu
dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yangg terlibat dalam pelaksanaan
kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Tajuddin Abdillah dan Mohamad
Syafri Tuloli, 2014).

Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan
pembangunan sampai ke desa-desa dan diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal. Undang-Undang ini
juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa,
Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa,
Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada
suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkatya. Good governance merupakan
wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk
mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan
publik (Azlina dan Amelia, 2014).

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Anwar dan Jatmiko (2013) menyatakan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan
kewajiban yang dilembarnya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo
dalam (Aliyah dan Nahar, 2012), transparansi berarti keterbukaan (gpenness) pemerintah dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak—pihak
yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi
lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak—pihak yang berkepentingan.
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III. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi yang merupakan sebuah pendekatan filosofi
untuk menjyelidiki pengalamn manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh
ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis,
sistematis kritis, tidak berdasarkan aprioti/prasangka dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode
tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Dalam penelitian
fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengelaman manusia. Konsep
utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman
kesadaran manusia. Untuk mengindentifikasi kualitas yang esensial dari pengalam kesadaran dilakukan
dengan mendalam dan teliti (Smith, 2009). Metode dalam fenomenologi ini sering digunakan sebagai
anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang
ditemui.

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengelolaan keuangan desa berdasarkan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka
penelitian ini diarahkan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekaitan fenomenologi
adalah pendekatan yang bertujuan mengetahui pengalaman nyata manusia dalam berbagai fenomena
(Saebani, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi terhadap
informan, serta studi dokumentasi terhadap referensi-referensi maupun dokumen terkait penelitian. Data
dan informasi yang diperoleh dalam penelitian bersumber dari 15 informan antara lain: Kepala Desa,
Sekertaris Desa, Bendahara, BPD dan Masyarakat yang berlokasi di Desa Bontotangnga, Desa
Bontosunggu, dan Desa Kalepadang di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif.
Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari
wawancara mendalam maupun observasi. Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan
data studi dokumen, kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Adapun
tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (inferactice analysis models),
yakni: Pengumpulan Data (Data Collection) adalah dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap
berbagai jenis data dan bentuk data, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan. Reduksi data
dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur
yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Penyajian data
yang telah direduksi maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

IVv. Hasil dan Analisis

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa pada tahun 2014
yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus
melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun
masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana
kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak
Muhammad Arif sebagai Anggota BPD Bontotangnga:

“Dalam rangka menjamin azaz keterbukaan pengelolaan APBDesa, diadakan rapat antara BPD,

LPMD, tokoh masyakat dan pengelola APBDesa minimal enam bulan sekali untuk melakukan

evaluasi atas pelaksanaan APBDesa. Sebagai ketua BPD tugas saya selain mengawasi pelaksanaan

juga menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya menindak lanjuti aspirasi

tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa azas transparansi, akuntabel dan partisipatif
perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah baik, dimana pemerintahan desa di Desa Desa
Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Kalepadang dalam perencanaan melibatkan masyarakat.
Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan
perencanaan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber
dati APBDesa tahun 2014 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Guna
mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap
kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan
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informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari
APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pelaksanaan program
APBDesa juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan
transparansi, tetapi hal tersebut masih belum dapat terlaksana dengan sebagaimana harapan yang
dinginkan masyarakat dan juga perangkat desa sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Ramli
(Kades Bontotangnga), sebagai berikut ini:
“Pengambilan keputusan itu sebenarnya disini ada yang disebut KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
Kalau terlibatnya, kegiatan apapun itu pasti masyarakat terlibat. Langsung atau tidaknya itu
tergantung, ada yang namanya musyawarah. Pemerintah desa juga wajib memberikan informasi
kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan krittk dan saran demi
kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBDesa
senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama
perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa
tanggungjawab pengelolaan keuangan desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan
keuangan desa diakhir kegiatan. Pengelolaan APBDesa dituangkan dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD atau sekertaris desa itu
sendiri. Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan dengan pertanggungjawaban
APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya
dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pertanggungjawaban ini
bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang
dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fahmy Rahman
sebagai Kepala Desa Kalepadang beliau mengatakan, bahwa:

“Kami membuat laporan keuangan dan papan informasi di kantor desa yang memuat seluruh

rencana penggunaan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut

untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti
dalam mempertanggung jawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka
kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya APBDesa”.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, APBDesa dilaksanakan setiap tahun.
Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan APBDesa, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada
monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa
di bukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun adabeberapa format pembukuan yang tidak
mengikuti petunjuk pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya. Seperti penuturan hasil wawancara
dengan Indra Gunawan sebagai sekertaris desa Bontosunggu:

“Untuk melakukan pembukuan sebenarnya kami mengikuti petunjuk yang ada dari kabupaten

namun hal tersebut kami lakukan saat hal tersebut memungkinkan untuk kami laksanakan seperti

sarana yang diperlukan ada, dan kami mengerti dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh

pemerintah tapi jika kami kerepotan untuk melakukan/atau mengikuti petunjuk yang ada kami

kerjakan sesuai kemampuan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaporan APBDesa tahun 2014 yang dibuatoleh
aparat desa tidak sesuai dengan format pembukuan yang sebenarnya. Kesiapan Aparat Desa Mengenai
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Kesiapan aparat
pemerintah desa dalam pengelolaan keuagan desa untuk mencapai Good Governance pemerintahan desa
dengan mengelola keuangan desa meliputi pemahaman tentang undang-undang tersebut, perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, akuntansi finansial serta pengawasan. Aparat
pemerintah desa sudah siap dan telah mengungkapkan informasi keuangan desa yang menjadi hak
masyarakat sebagai pemberi amanah dan pihak yang membutuhkan. Dengan berlakunya Undang-Undang
tentang Desa, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa
dikarenakan aturan yang lebih terperinci. Adapun perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi
realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan, potensi yang
menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga. Adapun Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2015 di Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa
Kalepadang Kecamatan Bontoharu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Anggaran Pendapata dan Belanja Desa Tahun Kecamatan Bontoharu

Desa
No. Uraian Bontotangnga Bontosunggu Kalepadang
1. |Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp.793.480.420,00 | Rp.834.215.594,00 | Rp.808.278.778,00
Hasil Usaha Desa _ — —
Hasil Kekayaan Desa _ _ —
Hasil Swadaya dan Partisipasimasyarakat _ — —
[Lain — lain pendapatan Desa yang sah _ — —
2. [Bagian Hasil Pajak Kabupaten/ Kota _ - —
3. [Bagian dari Retribusi Kabupaten/ Kota Rp.53.675.000,00 | Rp.73.225.000,00 | Rp.18.875.000,00
4. |Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.665.783.336,00 | Rp.741.230.386,00 | Rp.709.549.094,00
5. |Bantuan Keuangan Pemerintah Rp.74.022.084,00 | Rp.19.760.208,00 | Rp.79.854.684,00
Pemerintah Kabupaten/
Desa Lainnya
6. |Hibah _ — —
7. |Sumbangan pihak ketiga _ - —
umlah Perkiraan Pendapatan Rp.793.480.420,00 | Rp.834.215.594,00 | Rp.808.278.778,00

(Sumber: APBDesa 2017, diolah)

Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak
Syamsul Bahri selaku Kepala Desa, Bontosunggu mengatakan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berasal dari APBN sebesar 10%. Dana itu langsung

dikirim langsung di rekening Desa Tonronge tanpa perantara. Jumlah dana yang diberikan kepada

setiap desa berbeda-berbeda tergantung dari luasnya desa, jumlah kemiskinan, jumlah penduduk,
dan lain-lain. Namun, proses pencairan dana ada 3 tahap yaitu tahap 1 (40%), tahap 11 (40%), dan

tahap terakhir atau tahap III (20%)”.

Pengaturan tentang keuangan Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, telah memberikan
ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai
peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang muncul justru dari pengelola keuangan yaitu Aparat
Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola keuangan harus memiliki akuntabilitas dan transparansi agar
dukungan keuangan dari Pemerintah ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam pembangunan Desa.
Implementasi Undang-Undang Desa memerlukan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan agar
tingkat pemahaman baik secara teknis maupun secara subtantif dapat dipahami dengan baik. Pelatihan
dan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk menjamin kualitas dan
kemampuan perangkat desa dalam mengelolakeuangan desanya sendiri. Dengan keterbatasan sumber daya
manusia dan regulasi yang relatif baru, pelatihan dan pembinaan merupakan suatu keniscayaan untuk
dilaksanakan tetapi pemerintah desa harus melaksanan tugasnya. Walaupun beberapa aparat mengaku
belum siap dan banyak yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa ini.
Mengenai sosialisasi tentang Desa terhadap aparat sudah dilaksanakan dan beberapa aparat sudah
mengertidan memahami walaupun diantaranya mengaku masih mengalami kesulitan atau kendala dalam
mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Bahwa menurut dari segi pemahaman umum
hampir ke tiga desa tersebut aparat desanya telah memahami tentang desa dan melaksanakan dengan baik
serta memahami secara menyeluruh. Namun sebagian kecil masyarakat kurang memahami tersebut karena
jarang terlibat dengan kegiatan desa pada umumnya. Hal inidisebabkan oleh beberapa faktor yaitu
kurangnya kepedulian masyarakat tentang pembangunan desa dan kesibukan dengan profesi masing-
masing.
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V. Kesimpulan

Pelaksanaan pemerintahan desa yaitu keterbatasan waktu dalam persiapan adminstrasi dianggap
sebagai faktor utama yang menghambat kesiapan perangkat desa dalam pengelolaan keuangandesa
dikarenakan Undang-Undang Desa. Sumber daya manusia yang kurang mendukung karena adanya
peraturan pendukung yang terlambat sampai ke pemerintah desa. Faktor penghambat lainnya adalah
mengenai pencairan dana yang dianggap terlambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa
Bontotangnga, Desa Bontosunggu, dan Desa Kalepadang.
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